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SIDANG DIBUKA PUKUL 15.34 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, kita mulai. Assalamualaikum wr. wb. Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 290-01-04-
06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Jadi, Pemohon, kita sudah terima Permohonannya dan Para
Pihak juga sudah terima secara tertulis pada kesempatan sore ini.
Silakan menyampaikan secara lisan Permohonannya, pokok-pokoknya
saja. Tidak dibacakan seluruhan. Nanti saya pandu, ya. Ya, sebelum kita
mulai, silakan memperkenalkan diri, dari Pemohon dari Partai Golkar,
kemudian Pihak Terkait (NasDem), ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [01:04]

Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Waalaikumsalam.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [01:09]

Kami dari Badan Hukum Partai Golkar, saya sendiri Dody Boy
Fenaloza.

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [01:16]
Saya Firnanda.

KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR SETIAWAN [01:19]
Saya Guntur Setiawan.

KUASA HUKUM PEMOHON: BRODUS [01:20]

Dan saya Brodus.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Baik. Dari KPU, Pak Holik, silakan.
TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, assalamualaikum wr. wb. Saya
Idham Holik (Anggota KPU Republik Indonesia). Didampingi oleh Kuasa
Hukum kami, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: SASTRIAWAN [01:35]

Sastriawan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]

Baik. Dari Pihak Terkait, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANANDA MARPAUNG [01:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Andana Marpaung dari Partai
NasDem. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Baik, terima kasih.
Dari Bawaslu, silakan.

BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Totok Hariyono (Bawaslu RI). Dampingi
Pak Sarkani dari Bawaslu provinsi, Ario Kesuma Wijaya dari Kabupaten
Lahat, dan Pak Fajri dari provinsi, serta Pak Agung (Kepala Biro Hukum
Bawaslu RI). Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Baik. Terima kasih, Pak Totok.

Silakan, Pemohon, menyampaikan pokok-pokoknya saja, nanti
sambil saya pandu.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [02:14]

Ya, perbaikan ... Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2004 tentang
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Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024. Yang diumumkan
pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB. Untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat sepanjang Daerah
Pemilihan Lahat IV.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Ini yang dibacakan Perbaikan Permohonan, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:00]

Ya, Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Yang diterima di Kepaniteraan, Jumat, 2 Agustus.
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:04]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05]

Baik, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:07]

Untuk identitas sampai Tengang Waktu Pengajuan Permohonan,
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]
Ya, anu ... saya anu saja ... saya pandu, ya.
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:17]

Siap, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]
Yang menjadi objek Permohonan ini apa?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:21]
Hasil keputusan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]
Keputusan KPU Nomor?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:24]
Nomor 1050, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

1050, baik. Kemudian Pemohon, Legal Standing-nya yang
mengajukan Permohonan?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:35]
Yang mengajukan Permohonan, Partai Golkar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [0338]
Tandatangani oleh Pak Erlangga?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:39]
Pak Erlangga Hartarto dan Pak Lodewijk.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]
Pak Lodewijk, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:41]
Ya. Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]

Kemudian untuk persoalan yang dipersoalkan apa?
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KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:51]
Persoalan yang kita persoalkan mungkin ada di (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]
Khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan, Dapil Lahat 1V, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [03:58]
Daerah Pemilihan Lahat IV. Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]
Oke. Apa yang di anu ... tenggang waktunya? Masuk, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:02]
Tenggang waktu ... ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]
Masih memenuhi, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:05]
Masih memenuhi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]
Ya. Yang pertama itu diajukan hari Rabu, 31 Juli, betul?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:15]
Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16]
Oke. Kemudian, Perbaikannya 2 Agustus, Jumat, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:20]

2 Agustus, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]
Baik. Terus, Positanya apa yang dipersoalkan?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:27]

Mungkin poin 1 sampai poin ... apa ... poin 1 sampai poin 5, Yang
Mulia, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:32]
Langsung masuk ke poin 6 saja, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [04:34]

Bahwa suara Pemohon sebagaimana ke ... sebagaimana
Keputusan KPU ... KPU Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 tidak
sah karena Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang surat
suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan ...
dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilhan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara
dan Penghitungan Sua ... Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
sebagai berikut.

a. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara,
Termohon tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT,
daftar hadir pemilih DPTb, dan daftar hadir pem ... DPK pada TPS 1
dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang,
TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung
Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 106 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun
2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam
Pemilihan Umum.

b. Bahwa Termohon tidak mencocokan jumlah surat suara yang
terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir



dalam Formulir Model C, daftar hadir pemilih tetap KPU, Model C
daftar hadir pemilih tambahan KPU, Formulir C daftar hadir pemilih
tambahan khusus KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3)
huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum.

. Bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak berkoordinasi dengan KPU
provinsi dan KPU RI untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik
untuk Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara,
serta Sirekap Web dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara pascapenghitungan ulang surat suara berdasarkan Keputusan
KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Umum.

. Bahwa Termohon tidak menghadirkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 2
Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS ... TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS
1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung
Ilur ... Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, saat
pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur
dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2000 ... 2024 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Penghitungan Ulang Surat Suara
dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU
Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Ulang Surat Suara dalam Pemilihan
Umum.

. Bahwa Termohon secara sepihak memindahkan tempat rapat pleno
penghitungan ulang surat suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU
Provinsi Sumatera Selatan, tanpa berkoordinasi dengan partai politik
peserta pemilu. Selain itu, perpindahan tempat rapat pleno tidak
disertai dengan berita acara persetujuan perpindahan tempat rapat
pleno dari partai politik peserta pemilu.

Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan KPPS pada Formulil Model
C.Hasil dengan kertas surat suara yang dihitung.

. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat
suara TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung
Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa
Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Termohon tidak
melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun
2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU
Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Maka
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beberapa partai politik peserta pemilu mengajukan keberatan
terhadap hasil penghitungan ulang surat suara yang dimaksud.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]
Ya, anu ... dianggap dibacakan seluruhnya.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:02]
Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:02]
Petitum dibacakan seluruhnya.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:03]
Petitum?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]
Ya. Sebelumnya anu ... saya minta ... anu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:08]
Apa itu, Yang Mulia?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]
Jadi ini kelanjutan dari Perkara 275, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:10]
275, Yang Mulia, siap.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:10]

Pada waktu Perkara 275 Partai Golkar itu berkedudukan sebagai
Pihak Terkait bersama PDIP (...)

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:16]

Siap, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:16]
Dan NasDem sebagai Pemohon.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:19]
Pemohon. Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:19]

Setelah ... amar putusannya Mahkamah apa itu? Penghitungan
suara ulang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:26]
Surat suara ulang, penghitungan ulang surat suara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:26]
Penghitungan ulang surat suara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:29]
Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]

Baik, tapi ini yang kemudian setelah dilakukan penghitungan ada
hal-hal yang menurut Saudara tidak sesuai dengan ketentuan?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:36]

Tidak sesuai dengan mekanisme, Yang Mulia. Siap. Mungkin (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:38]

Oke. Terus akhirnya berakibat pada perolahan suara enggak?
KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [09:4 3]

Berakibat, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:16]

Apa itu? Di mana Saudara sampaikan? Itu yang mengenai ... anu
... perolahan suaranya?

K KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:05]

Terima kasih, Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]

Jadi ... jadi dalam penghitungan suara tidak sesuai dengan
ketentuan KPU, ya? Pemohon tidak menyantumkan persandingan
perolahan suara pascapenghitungan ulang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:14]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:15]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:15]

Tapi yang terutamanya bahwasannya suara milik NasDem ini
berubah tidak sesuai dengan C.Hasil Salinan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:26]
He em.
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:26]
Beserta pleno kecamatan dan pleno kabupaten.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:29]

Oke, hasil terakhirnya Partai NasDem memperoleh 6 ... 2.649 itu,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:37]

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:37]
Partai Golkar berubah jadi 8.893, ya? Ya, kan?
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:46]
Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:49]
Ya, baik. Silakan, kalau begitu langsung dibaca Petitumnya.
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [10:53]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Saya melanjutkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari
Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah
Pemilihan Lahat IV untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten
Lahat Tahun 2024.

3. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran
administratif dalam melaksanakan penghitungan ulang surat suara
untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah
Pemilihan Lahat IV.

4. Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon yang benar
sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten Lahat ... Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat IV
sebagai berikut. Mungkin kami bacakan pada Nomor Urut 4, Partai
Golongan Karya 8.893. Nomor 5-nya Partai NasDem 2.649.
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5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). hormat kami Tim Kuasa
Hukum dari Bankumham Golkar.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:25]

Oke. Prof. Enny ada? Silakan, Prof.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Ini jadi suara Golkar itu hilang satu, ya, kursinya?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [13:19]

Kursi kita sebelumnya mendapatkan dua kursi berdasarkan
Putusan 360.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:19]
Dua kursi. Kemudian hilang satu kursi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [13:53]
Ya, hilang satu kursi.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:54]
Hilang satu kursi.

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [13:54]
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:55]

Betul. Kemudian, selanjutnya ini suara yang berubah itu adalah
suara PDIP, kemudian suara PKS, dan suara NasDem, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [13:56]

Ya.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:58]

Tiga itu, setelah ada putusan MK penghitungan ulang surat suara
itu?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:00]

He eh.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:02]

Kemudian, yang Saudara minta ini yang di halaman 13, itu adalah
suara yang Saudara minta benar ini adalah suara yang didasarkan pada
Putusan KPU 3607?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:12]

360.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:13]

360 kan sudah dibatalkan oleh MK sepanjang itu.
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:15]

Ya, sepanjang, ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:17]

Ya, sepanjang yang dimintakan untuk dilakukan penghitungan
ulang suarat suara itu?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:17]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:18]

Jadi, Anda ini yang Saudara minta itu adalah yang SK 360-nya ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:23]

Ya.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:24]

Yang kemudian Saudara ulangi kembali di bagian Petitumnya?
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:28]

Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:28]

Ya, berdasarkan SK 360 itu?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:29]

Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:31]

Baik. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:32]
Baik, Yang Mulia, silakan.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [14:33]

Saya sedikit saja. Tadi dikatakan hilang kursi satu, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:38]

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [14:43]

Jadi, Golkar berapa suaranya yang hilang?
KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [14:44]

300 ... sori, maaf, Yang Mulia, kalau suara ... suara Partai Golkar
tidak hilang. Tetapi pada pelaksanaan penghitungan ulang surat suara,
itu Partai PDIP berkurang suaranya itu sekitar 300 lebih, Partai PKS
sekitar puluhan. Jadi, sebagaimana total yang ... yang didapatkan oleh
Partai NasDem ini 354 sama persis dengan pemohon ... permohonan

yang sebelumnya, Yang Mulia. Dan di sini Partai PDIP tidak mengajukan
keberatan, baik PKS tidak mengajukan keberatan. Dan hasil dari KPU
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provinsi itu cuma dua partai yang menyetujui, hanya Partai Gerindra dan
Partai NasDem, yang lainnya tidak. Ada di situ. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [15:33]
Baik. Jadi, yang hilang kursi cuma Golkar?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [15:34]
Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [15:35]
Oh, ya, baik. Ya, cukup, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:45]

Cukup, vya.
Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [15:46]
Cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]
KPU ada yang mau disampaikan?
TERMOHON: IDHAM HOLIK [15:50]
Cukup, Yang Mulia. Nanti kami akan jawab.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:53]
Cukup, ya. Sudah ... sudah firm, ya, apa yang harus dijawab, ya?
TERMOHON: IDHAM HOLIK [15:55]
Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:56]

Pihak terkait?



126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

16

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [15:58]

Cukup, Yang Mulia, nanti disampaikan secara tertulis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]

Jadi, intinya ada penghitungan ulang surat suara yang tidak
sesuai dengan ketentuan KPU, sehingga berakibat kepada penambahan
suara di partai yang lain, yang berakibat NasDem dapat suara satu,
Golkar ... kursi satu, Golkar berkurang kursi satu, kan? Gitu kan?

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [16:23]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:25]

Pihak Terkait, ada yang sampaikan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:28]

Nanti kami sampaikan secara lengkap, secara tertulis, ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Firm, ya? Oke, sudah tahu yang dimaksud Permohonan ini, ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:33]

Betul.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:33]

Silakan nanti direaksi sesuai dengan putusan ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [16:37]

Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:37]
Bawaslu, Sudah anu ... ya? Jadi, kalau mungkin Bawaslu

berkenaan dengan apakah sudah betul penghitungan ulang surat suara
yang dilakukan oleh KPU, ya? Apa ada pelanggaran atau tidak, ya? Ini
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jadi, Petitumnya meminta dikembalikan lagi sesuai dengan Putusan 360,
kan?

Baik, masih ada? Cukup? Cukup? KPU, cukup, ya? Pihak Terkait,
cukup, ya? Baik, terus kemudian Bawaslu cukup, ya?

Ini Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-23, betul?
Ya, sudah diverifikasi, tapi untuk P-22 nya nanti dilengkapi, belum
dileges khusus P-22.

KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [17:26]

Sudah, Yang Mulia, itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]

Belum. Ini catatan kami belum. Kalau P-1 sampai dengan P-23
nya itu sudah semua, kecuali P-22 belum dileges. Ya, nanti dicek ke
Kepaniteraan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [17:40]

Yang Mulia, siap.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:40]

Yang sudah dileges dan sudah diverifikasi disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian P-22 nanti dilengkapi.

KUASA HUKUM PEMOHON: DODI BOY FENALOZA [17:49]
Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:49]

Nanti akan disahkan bersamaan dengan bukti dari Pihak KPU, dan
Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya? Baik.

Untuk memberi kesempatan pada KPU, Pihak Terkait, dan
Bawaslu menyusun jawaban dan keterangannya, maka sidang ditunda
Selasa ... sampai dengan hari Selasa, 13 Agustus tahun 2024, pada pukul
16.00 WIB sampai selesai, ya. Saya ulangi, sidang ditunda sampai
Selasa, 13 Agustus tahun 2024, pada pukul 16.00 WIB sampai selesai,
ya. Ini dianggap sebagai undangan, jadi tidak perlu ada undangan lagi,
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ya. Sudah cukup, semuanya? Enggak ada lagi yang disampaikan? Ya,
Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB
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